
Ut'

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 2b TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

DANA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOI"AH PADA TAMAN KANAK-

KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

untuk meringankan beban masyarakat terhadap

pembiayaan pendidikan dalam rangka w4iib belajar 9
(sembilan) tahun dan Penyelenggaraan PAUD yang

bermutu, Pemerintah mengalokasikan Belanja Rutin

Operasional Sekolah (BROS);

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam

pengelolaan keuangan Belanja Rutin Operasional Sekolah

(BRos);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hun.f b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Dana Belanja Rutin Operasional Sekolah pada Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama.

b.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,

dan Kota Batam {Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39A2l.Sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

undang Nomor 53 Tahun L999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangart

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nornor a30ll;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendahara.an Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355h

a-

3.

4.
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor aaO0);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLt tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578h

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Ta}:lun 2OO8 tentang Wqiib

Beiqiar {kmbaran }'Iegara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 9O, Tamhahan l*mbarun Negara Republik Indonesia

Nomor a863);

7.

8.

9.

10.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2AO8 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor +86+l;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia ?ahun 2ALA Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

51OS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OLO (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pernerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang

Standar Akrintansi Pemerintarhan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20ll Nomor 31Oh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20 1 I

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

Sekolah (Berita Negara Repr.lblik Indonesia Tahun zALl

Nomor 8O7);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor

6h

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun

2OL4 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangen

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol4

13.

14.

15.

16.

t7.

8.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BELANJA

RUTIN OPERASIONAL SEKOI.AH PADA TAMAN KANAK-

KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOI.,AH MENENGAH

PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4.

5.

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.

Bupati adalah Bupati Nahrna.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraa.n pemerintahan daerah yan;g dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

Perangkat Daerah adalah Instansi/organisasi Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Selrretaris Daerah dalam

6.

7.

8.

Pemerintah Daerah.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan keda pengelola keuangan d.aerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara

Umum Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala

SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Natuna selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK - SKPD adalah pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disinglat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka pen5rusunan APBD yang

anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat

lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi progr€rm,

kegiatan dan anggaran SKPD.

Dolmmen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja

setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna

anggaran.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disinglat

RKAS merupakan dokumen yang membuat pendapatan Dana BROS dan

belanja Dana BROS.

Belanja Rutin Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BROS

adalah dana yang digunakan terrrtama untuk biaya non personalia dan

Personalia bagr satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program

wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa

kegiatan lain sesuai peraturan perundang-unda.ngan.

Bendahara BROS pada sekolah adalah gum/pegawai yang ditunjuk

untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan Dana BROS.

Pola Pengelolaan Keuangan BROS adalah pemberian kekhususan untuk

9.

10.

11.

12.

13.

t4-

15.

16.

t7.

18.

keuangan dalam batas-batas tertenhr yang



19.

20.

(1)

(2)

(3)

U'
dapat dikecuAlikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang

berlaku umum untuk menjamin efektilitas pengguna€ul BROS.

Satuan Pendidikan Negeri adalah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah

Negeri yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.

Guru/pegawai honor sekolah adalah gumlpegawai honor yang diangkat

melalui Surat Keputusan Kepala sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan,

Penggunaan, Proses pencairan, penatausahaan, pertanggungiawaban dan

pengawasan Dana BROS.

Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunglawaban dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola

pengelolaan keuangan BROS yang diterapkan pada APBD.

Peraturan Bupati ini mengatrrr mengenai sistem dan prosedur

pengelolaan Dana BROS untuk sekolah-sekolah yang menerapkan wajib

belajar sembilan tahun yang berada di barsah Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran Dana BROS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APtsD

diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Dalam hal Daftar Penerima dan Jumlah alokasi Dana BROS pada setiap

Sahran Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 4

Berdasarkan alokasi Dana BROS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

ayat (21, Kepala Satuan Pendidikan Negeri menJrusun RI(AS Dana BROS

yang memuat rencana belanja Dana BROS.

(U

(21

(1)



(2t

(3)
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Rencana betanja Dana BROS sebagaimana dimaksud ayat (U dibuat

dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BROS yang

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS Dana BROS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga.

(4) Format RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana belanja Dana BROS pada RKA-SKPD 2.2.1 sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dianggarkan pada Kelompok Belanja

Langsung, Program BROS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis,

Objek, dan Rincian Objek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

Penganggaran pendapatan dan belanja Dana BROS mempedomani Surat

Edaran Bupati tentang pedoman pen5rusunan RKA-SKPD.

Format RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAI.IAAN

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga men5rusun DPA

2.2.1 berdasarkan Peratrrran Daerah tentang APBD tahun anggaran

berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun

anggaran berkenaan.

(21 Tata cara pen5rusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan turunan dari RKA-SKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Penanggung jawab BROS adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan

dan Olah Raga selaku Pengguna Anggaran.

(21 Pelaksana BROS pada Tingkat SKPD pendidikan adalah PPTK BROS, Staf

Administrasi Kegiatan BROS dan Bendahara Dinas Pendidikan,

(U

(2t

(3)

dan Olah Raga.
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Penanggung jawab BROS pada tingkat satuan pendidikan adalah Kepala

Sekolah yang melekat pada jabatannya selaku kepala Sekolah.

Penanggung jawab BROS pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 melekat pada jabatan selaku kepala sekolah.

Kepala sekolah berkewajiban mengusulkan salah satu Guru/pegawai PNS

pada satuan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olah Raga untuk ditetapkan sebagai bendahara BROS pada satuan

pendidikan penerima BROS.

Dalam hal pengusulan bendahara BROS Guru/pegawai PNS apabila tidak

memungkinkan untuk diusulkan menjadi bendahara BROS kepala

sekolah dapat mengusulkan Guru/pegawai Non PNS.

Tugas dan Tanggung jawab Kepala Sekolah selaku penanggung jawab

BROS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah :

a. Menabuat RKAS

b. Melaporkan setiap perubahan data sekolah;

c. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana

BROS;

d. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga menetapkan

Bendahara BROS pada sekolah-sekolah penerima Dana BROS atas usul

dari Kepala Satuan Pendidikan.

Bendahara BROS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka

rekening Dana BROS atas nama Satuan Pendidikan Negeri.

Rekening Dana BROS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan

bagian dari Rekening Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olah Raga.

Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan rekening Dana BROS pada

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Bendahara Bros sebagairnana dirnaksr.ld pada ayat {1} dapat merangkap

sebagai bendahara Dana BOS"

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana

BROS dan dapat

-9-

(31

(4)

(s)

(6)

(71

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

menambah pendapatan Dana



digunakan .langsung dalam rangka pelayanan pendidikan pada masing-

masing Satuan Pendidikan Negeri bersangkutan dengan berpedoman

pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BROS tahun berkenaan.

(21 SiLPA Dana BROS pada Satuan Pendidikan dan bunga dan/atau jasa giro

dicatat secara terinci sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasa1 10

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BROS dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal Ll
(1) Bendahara Dana BROS pada Saftran Pendidikan Negeri mencatat

pendapatan dan belanja Dana BROS pada Buku Kas Umum beserta Buku

Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku

Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana BROS.

(21 Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu

sebagaimana pada ayat (1), Bendahara Dana BROS masing-masing

men5rusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BROS

masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap Triwulan.

(3) Bendahara Dana BROS menyampaikan Laporan Pendapatan dan Belanja

Dana BROS sebagaimana dimaksud ayat (21 kepada Kepala Satuan

Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN BROS

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga menetapkan

alokasi dan sekolah penerima BROS melalui surat Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

(21 Sistem penyaluran dana BROS menggunakan sistem panjar kepada

kepala sekolah selaku penanggungiawab BROS pada Tingkat Sekolah

melalui rekening sekolah penerima BROS.

selaku penanggungiawab penggunaan dana BROS yang

jabatan kepala sekolah berkewajiban menandatangani

(3) Kepala sekolah
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kwitansi pengeluaran panjar dan kwitansi penerimaan panjar yang

r diterbitkan oleh bendahara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah

Raga sebagai bukti pembayaran dan penerimaan panjar.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN LARANGAN DANA BROS

Pasal 13

(1) Dana BROS dipergunakan untuk belanja operasional pada Satuan

Pendidikan Negeri baik beianja personalia maupun beianja noi.r personalia

dalam rang!<a pengelolaan sekolah.

{21 Belanja personalia sebagaim€Lna y€rng dimaksud dalam ayat L adalah

biaya yang digunakan untuk pembayaran honorarium guru atau pegawai

dalam rangka pengelolaan sekolah.

(3) Belanja personalia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat I dapat

digunakan untuk pembayaran honorarium guru/pegawai honor sekolah

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

(4) Dana BROS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakulikuler

dan honorarium pembina kegiatan ekstrakulikuler pada Satuar-r

Pendidikan Negeri.

(5) Belanja BROS dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa dalam

rangka pengelolaan sekolah.

(6) Belaqia BROS tidak dapat digunakan untuk pembayaran honor

g-uru/pegawai PNS cialarrr rangka pernenuhan jarn wajib mer-rgajar sesuai

dengan ketentuaan yang berlaku.

(71 Belanja BROS tidak dapat dipergunakan untuk belanja Modal-

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

(1) Kepala sekolah selakrr penanggungiawab bertangung jawab secara

formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BRos .

PARAF KOORDlr{Ast
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(1)

(21

(21 Kepala sekolah berkewqiiban menyampaikan laporan

pertanggungiawaban penggunaan BROS kepada Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Kepala

Satuan Pendidikan Negeri melakukan pengawasan secara berjenjang

terhadap pengelolaan keuangan Dana BROS oleh Bendahara BROS

sesuai peratrrran pemndang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan Dana BROS

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratrrran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan
pada tan

Diundangkan di Ranai
padatanssal lt A?n, 20@

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

?ot6 NoMoR .2g
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATI,JNA
NOMOR 

'A 
TAHUN ZolB

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOI"AAN KEUANGAN DANA
BELANJA RUTIN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

RENCAI\TA KEGIATITN DAN AI\TGGARAN SEKOLAH (RKAS}

Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana BROS

Mengetahui,
Komiie Sekolah

Dana BROS

Menyetujui,
Kepala Sekolah

MP.

Tata Cara Pengisian Format RI(AS :

1. Kolom L, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode

Dana BROS dan/atau belanja barang dan jasa
modal Dana BROS;
Kolom 3, diisi uraian herupa belanja pegawai
barang dan jasa Dana BP.OS serta belanja mcdal
Kolom 4, diisi jumlah rencana belanja; dan
Kolom 5, 6, 7 dan 8 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap triwulan.
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Bendaharn BROS

rekening belanja pegawai
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I,AMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2-b TAHUN 2OI8 .

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BELANJA RUTIN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA
TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH ( RKA- SKPD)

Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi
Sumber Dana : Dana BROS
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Jumlah

KODE

PEI'F :TRI'A
T,]RAIAN

Alcgare
ftlal

I a

Xx Belanja

,(x )o( Belanja Laagsung

xx ro< )oa Belania Pesarrai BROS

,o( )oa ro( rc( Belanja Pegawai BROS
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Mengetahui,
Komite Sekolah
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Menyetujui,
Kepala Sekolah
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)q )o(F( Belanja Barangdan Jasa BROS

-E-g-glot Belanja Barangdan Jasa BROS
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E(gE Belanja Modal BROS

lo( )g xx xr Belanja Modal BROS
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